PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menampng banyak antusias dari
kalangan masyarakat dan  Aparatur Sipil Negara
untuk mengikuti tahapan pemilihan Anggota Badan
Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Aceh
Singkil, perlu melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan
Permusyawaratan Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan
Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan  Aceh  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan
daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 89);
Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Kampung dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 2);
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13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018

tentang Badan Permusyawaratan Kampung
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor
262);

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor
447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2024 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 523)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7
Persyaratan untuk menjadi calon anggota BPKamp
adalah:

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Bagi yang beragama Islam mampu membaca Al-
Qur'an;

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Republik Indonesia dan Bhinneka tunggal
Ika;

d. Sehat jasmani dan rohani;



=

e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan
paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;

f. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah
Menengah Pertama atau sederajat;

g. Bukan sebagai perangkat pemerintah kampung;

h. Wakil penduduk kampung yang dipilih secara
demokratis;

i.  Bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan

j.  Bagi ASN yang ikut mencalonkan diri sebagai
anggota BPKamp harus melampirkan surat izin
atasan.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Masa keanggotaan BPKamp selama 6 (enam)
tahun terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji.

(2) Anggota BPKamp sebagimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan
paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil.

Ditetapkan di Sinim
g rna;ly tanggal 7 April 026
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BU?ATI ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil
pada tanggal £ AVT‘L WL
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BERITA‘ f)AERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026 NOMOR 228




